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Pada 12 Februari 1969 di Jakarta kemudian diadakan lagi 
pertemuan antara Ortiz Sanz dengan pihak Indonesia untuk 
membicarakan kembali masalah pelaksanaan act of free choise 
itu. Dari pihak Indonesia hadir wakil tetap di PBB· Sudjarwo 
Tjondronegoro, SH. dan wakil-wakil dari Departemen Dalam 
Negeri, Departemen Luar Negeri, dan pihak ABRI. Dari pihak 
PBB Ortiz Sanz didampingi para pejabat PBB lainnya seperti 
penasihat senior Ali Nekunam, Mada Segara dari Bagian Urusan 
Politik, dan P. Achraya dari Bagian Penerangan. 

Dalam pertemuan itu kem bali dibicarakan posisi Ortiz Sanz 
dan cara-cara pelaksanaan act of free choise atau "penentuan 
pendapat rakyat" (pepera) . Temyata semua pihak sepakat 
dengan keputtisan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. 
Kedudukan Ortiz Sanz hanya sebagai penasihat yang mengambil 
bagian dalam proses itu. Dalam pertemuan itu juga ditentukan 
bahwa pelaksanaannya akan dilakukan di delapan kabupaten , 
dan untuk itu akan dibentuk DPRD Kabupaten yang terdiri 
atas wakil-wakil daerah , organisasi politik dan organisasi massa 
serta para pemimpin tradisional. Semua anggota dewan tersebut 
harus orang Irian Barat. 

Pelaksanaan penentuan pendapat umum lalu diserahkan 
kepada Departemen Dalam Negeri. Tugas itu menjadi tugas 
nasional pertama dari Amirmahmud yang baru saja menjadi 
menteri dalam negeri pada tahun 1969. Sebuah panitia di 
lingkungan Depdagri dibentuk, terdiri atas Ditjen Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah dengan diperkuat oleh Sekretariat 
J endral Depdagri. Untuk penerangan dibentuk suatu satuan 
tugas yang dipimpin Ali Murtopo. 

Sebelum Penentuan Pendapat rakyat itu dilaksanakan, ada 
dua dewan yang perlu dibentuk terlebih dahulu di setiap kabupa­
ten. Pertama adalah DPRD Tingkat II dan kedua adalah Dewan 
Musyawarah Pepera. Sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan 
di atas, Penentuan Pendapat Rakyat harus dilaksanakan oleh 
dewan tersendiri setelah mengadakan "konsultasi dengan 
dewan-dewan lokal yang ada". Ditetapkan pula bahwa semua 
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dewan itu telah selesai dibentuk pada IO Juli 1969 agar pe­
laksanaan Pepera dapat dilaksanakan dua minggu sesudah itu. 

Sesungguhnya DPRD Tingkat II telah ada sejak bulan Juni 
1968. Ketentuan pembentukannya didasarkan peraturan dari 
Mendagri pada 30 Agustus 196 7. Peraturan-peraturan pelak­
sanaannya juga telah dikeluarkan oleh gubemur Irian Barat. 
Antara lain ditetapkan bahwa jumlah anggota DPRD Kabu­
paten adalah 25 orang, terdiri atas 40% unsur daerah, 40% unsur 
Golkar non-ABRI dan 20% unsur Golkar ABRI. Para bupati 
ditetapkan pula sebagai ketua DPRD Kabupaten. Setelah per­
siapan dilangsungkan dengan saksama, kemudian dilantiklah 
delapan DPRD Kabupaten berturut-turut dalam bulan Mei dan 
Juni 1968. 

Selain itu DPRD Provinsi juga dibenahi. Selama berbulan­
bulan sejak Oktober 1968 dewan legislatif itu tidak berfungsi 
lagi karena pertentangan tajam antara dua kelompok anggota­
nya. Masalah ini berawal ketika pada 29 Oktober 1968 tokoh­
tokoh tertentu seperti Herman Wajoi memaksakan sebuah 
mosi agar DPRD Provinsi mengadakan sidang istimewa untuk 
membicarakan act offree chaise dengan mengundang Sudjarwo 
Tjondronegoro, -SH. Tindakan itu mengundang reaksi yang kuat 
dari pihak DPRD Kabupaten yang mengecam keras mosi itu. 
Keadaan menjadi berlarut-larut karena muncul kelompok yang 
juga menentang mosi itu dalam DPRD Provinsi. Situasi tegang 
itu menyebabkan selama berbulan-bulan DPRD Provinsi tidak 
berfungsi dengan baik. Karena itu dalam rangka persiapan 
Pepera, yakni pada bulan Maret 1969, Presiden Soeharto 
mengeluarkan instruksi untuk membubarkan DPRD Provinsi 
dan memilih anggota-anggotanya yang baru. Sebagai ketua 
DPRD Irian Barat kemudian dipilih D. Ayamiseba. Keanggotaan 
baru DPRD lrian Jaya yang berjumlah 54 orang itu mewakili: 

(a) Daerah sebanyak dua puluh lima orang, yaitu: Kabu­
paten Jayawijaya (4 orang), Kabupaten Piniai (4 orang), Kabu­
paten Manokwari (2 orang), Kabupaten Cendrawasih (3 orang), 
Kabupaten Meroke (4 orang), Kabupaten Jayapura (4 orang), 
Kabupaten Sorong (2 orang), dan Kabupaten Fakf ak (2 orang). 
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(b) Kepartaian sebanyak delapan orang, yaitu : PSII 
(1 orang) , Nahdatul Ulama (I orang), Partai Katolik (2 orang), 
Parkindo (2 orang) , dan PNI (2 orang). 

c) Golongan Karya ABRI sebanyak empat orang, yaitu: 
KO DAM XVII/Cendrawasih ( 1 orang) , KO DAMAR 10 IRBAR 
(1 orang) , DAUD IRBAR (1 orang) , dan KOMDAK XXI/ 
IRBAR (1 orang). 

(d) Golongan Karya non-ABRI 19 orang, yaitu : pemuda 
(2 orang), cendekiawan (2 orang), wanita (2 orang), buruh 
(1 orang) , petani (1 orang), pengusaha (1 orang), nelayan 
(1 orang) , koperasi (1 orang) , Hansip&Wanra (1 orang), veteran 
(1 orang), Angkatan 45 (1 orang) , Rohaniwan Protestan (2 
orang) , Rohaniwan Katolik (2 orang) , dan Rohaniwan Islam 
(1 orang) . 

Untuk melaksanakan Pepera dibentuklah Dewan Musya­
warah Pepera (DMP) di setiap kabupaten. Ketentuan mengenai 
hal ini juga sudah dibicarakan dengan Ortiz Sanz. Wakil-wakil 
itu terdiri atas orang-orang sekabupaten yang mewakili baik 
partai politik maupun organisasi masa serta para kepala adat 
yang berpengaruh. Diperkirakan bahwa ketika itu penduduk 
Irian Barat berjumlah sekitar 800.000 jiwa, karena itu setiap 
750 jiwa harus mempunyai satu wakil. Namun demikian karena 
jumlah penduduk di setiap kabupaten bervariasi, maka diputus­
kan agar setiap Dewan Musyawarah Pepera (DMP) beranggota­
kan sekitar 75 sampai 175 orang. Setelah disusun , jumlah 
anggota setiap Dewan Musyawarah adalah sebagai berikut : 
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Kabupaten Jumlah Jumlah Ketua DMP 
Jiwa Pemilih 

Jayapura 81.246 110 Drs. Anwar Ilmar 
Cendrawasih 93.230 130 Drs. S. Harahap 
Manokwari 52.290 75 S. Demianus Kawab 
Sorong 86.840 110 D. Soebardja 
Fakfak 38.917 75 Alex Silas Onim 
Meroke 141.373 175 Gr. Darmowidigdo, SE. 
Paniai 156.000 175 S. Soerodjotanojo, SH. 
Jayawijaya 165.000 175 Clemens Kiriwaib 

1.025 

Sumber: 25 Tahun Trikora , halaman 210. 

Pelaksanaan Pepera dilakukan antara pertengahan Juli 
sampai awal Agustus 1969. Di setiap ibukota kabupa ten diada­
kan pertemuan yang dibuka oleh ketua Dewan Musyawarah 
Pepera Ka bu paten yang bersangku tan. Kemudian para pemilih 
mendapat pengarahan dari berbagai pejabat. Secara bergantian 
Menteri Dalam Negeri Amirmahmud, Duta Besar Sudjarwo 
Tjondronegoro, SH., Gubemur Irian Barat Frans Kaisiepo 
(pengganti E.J. Bonay), dan Wakil Sekjen PBB Ortiz Sanz 
berbicara dalam pertemuan-pertemuan itu. Para pemilih kemu­
dian dipersilakan memilih dengan mengacungkan tangan apabila 
pertanyaan diajukan. Mereka dapat memilih untuk tetap dalam 
wilayah kekuasaan Republik Indonesia atau tidak tetap dalam 
wilayah kekuasaan Repu blik Indonesia. 

Secara berturut-turut Pepera dilaksanakan di Meroke (Ka­
bupaten Meroke) 14 Juli 1969, Wamena (Kabupaten Jaya­
wijaya) 16 Juli 1969, Nabire (Kabupaten Piniai) 19 Juli 1969, 
Fakfak (Kabupaten Fakfak) 23 Juli 1969, Sorong (Kabupaten 
Sorong) 26 Juli 1969, Manokwari (Kabupaten Manokwari) 
29 Juli 1969, Biak (Kabupaten Teluk Cendrawasih), 31 Juli 
1969, dan Jayapura (Kabupaten Jayapura) 2 Agustus 1969. 
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Setelah melaksanakan seluruh rangkaian penentuan pen­
dapat rakyat di seluruh delapan kabupaten tersebut, pada 
5 Agustus 1969 diadakan sidang paripuma DPRD Tingkat I 
lrian Barat di Jayapura. Dalam sidang itu Menteri Dalam Negeri 
Amirmahmud selaku ketua pelaksana Pepera melapor kepada 
anggota-anggota dewan. Dengan jelas rakyat Irian Barat memilih 
tetap dalam wilayah Repu blik Indonesia. Dengan demikian 
diharapkan tidak perlu ada lagi keraguan tentang status lrian 
Barat. "Negara Papua" yang diinginkan oleh "Organisasi Papua 
Merdeka" tidak sah . Dalam memoarnya, Amir Mahmud me­
nulis bahwa ada tiga masalah yang dikemukakannya pada 
DPRD lrian Barat pada hari itu . Pertama, adalah hasil Pepera 
tersebut di atas. Kedua, adalah follow-up dalam bidang peme­
rintahan , yaitu status otonomi "secara politis dan secara teknis 
administratif'. Ketiga, adalah soal pembangunan yang akan 
disusun dalam Repelita seperti halnya provinsi-provinsi lainnya 
di Indonesia. 

Hasil Pepera itu juga dilaporkan oleh Ortiz Sanz kepada 
Sekjen PBB U Thant . Amirmahmud melaporkannya kepada 
Presiden Soekamo. Selanjutnya pada 16 Agustus 1969 presiden 
mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi 
Otonom lrian Barat untuk dibicarakan oleh DPR dan dijadikan 
undang-undang. Dua hari kemudian menteri dalam negeri juga 
mengirim nota pada pimpinan DPR agar Rancangan Undang­
Undang tersebut diberi prioritas. 

Pada 10 September 1969 di Jakarta mensahkan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi 
Otonom lrian Barat. Sejak itulah wilayah tersebut dibagi men­
jadi sembilan kabupaten , yaitu kabupaten-kabupaten Jayapura, 
Biak-Numfor, Manokwari, Sorong, Falcfak, Meroke, Jaya­
wijaya, Paniai-Enarotali. dan Japen-Waropen. Dengan undang­
undang tersebut secara sah lrian Barat adalah bagian integral 
dari Repu blik Indonesia. Dengan demikian upaya menginte­
grasikan lrian Barat sejak tahun 1950 menjadi rampung. 



BAB IV 
GERAKAN SEPARATIS PAPUA MERDEKA 

Sekalipun lrian Barat oleh dunia inrernasional telah· di­
setujui diintegrasikan dalam kekuasaan Republik Indonesia 
sejak tahun 1963, dan sekalipun penduduk lrian Barat secara 
sah mendukung keputusan itu melalui Penentuan Pendapat 

· Rakyat tahun 1969, namun ada pihak-pihak yang tetap tidak 
mau menerima kenyataan itu. Pihak-pihak ini bermunculan 
sejak tahun l 960an sampai kini. Gerakan Pengacau Keamanan 
ini dalam tulisan-tulisan berbagai pihak sering disebut sebagai 
Gerakan Papua Merdeka yang ingin membentuk negara sen­
diri di lrian Jaya. Berikut ini adalah uraian mengenai timbul 
dan berkembangnya Gerakan, Papua Merdeka. 

Sudah sejak masa Perang Kemerdekaan terdapat berbagai 
upaya Belanda melakukan politik pecah-belah. Upaya Belanda 
ini dimulai ketika Van Mook mengadakan Konferensi Malino 
di Makasar, Sulawesi Selatan, pada 16 Juli 1946. Konferensi 
dihadiri oleh wakil-wakil daerah Indonesia Timur termasuk 
lrian Barat yang pada waktu itu dihadiri oleh Frans Kaisiepo. 
Dalam konferensi diputuskan bahwa Indonesia harus ber­
bentuk negara federal. Proses pembentukannya hams melalui 
masa peralihan dan selama itu kedaulatan tetap berada di 
tangan Belanda. Sekalipun negara federal terbentuk, namun 
hubungan dengan Belanda masih tetap ada. Karena itu oleh 
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Van Mook kemudian dibentuklah negara-negara yang baru 
seperti Pasundan, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Jawa 
Timur, Madura, dan lain-lainnya. · 

Upaya Belanda ini nampak lebih nyata ketika Konferensi 
Meja Bundar (KMB) memutuskan untuk menunda penyerahan 
wilayah Irian Barat selama setahun sejak hari penyerahan 
kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, 
yang dalam kenyataannya lebih dari setahun, bahkan nyaris saja 
Belanda ingin menguasai selamanya. 

Menilik dari hasil Konferensi Meja Bundar, jelas bahwa 
masalah Irian Barat belum selesai. Berbagai usaha telah dilaku­
kan untuk memasukkan kembali Irian Barat ke dalam wilayah 
Republik Indonesia sesuai dengan Piagam Penyerahan (pengaku­
an) Kedaulatan KMB. 

Sementara perjuangan diplomasi berjalan dan pembicaraan­
pembicaraan diadakan, Belanda melakukan aksi sepihak. Pada 
tahun 1952 Belanda telah memasukkan Irian Barat secara resmi 
ke dalam wilayah Kerajaan Belanda dengan mengubah konsti­
tusinya tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Pemerintah 
Republik Indonesia ataupun menanyakan kepada penduduk 
lrian Barat itu sendiri. Hal ini dilakukan Belanda dengan tujuan 
untuk mem beri dasar hukum kepada penduduk Irian Barat. 
Selanjutnya Belanda akan memberikan hak untuk menentukan 
nasibnya sendiri pada rakyat lrian Barat. 

Belanda rupanya tidak sia-sia membentuk organisasi-organi­
sasi dan membinanya serta menjanjikan "Kemerdekaan Papua". 
Penduduk Irian Barat pun nampaknya termakan oleh hasutan 
dan menanti janji yang akan diberikan oleh Belanda; karena itu 
gerakan-gerakan para separatis buatan Belanda merupakan 
"born waktu" yang dipersiapkan dan yang sewaktu-waktu 
dapat meledak. 

Pada masa UNTEA (September 1962 sampai 1 Mei 1963), 
tidak jarang muncul berbagai hambatan-hambatan, karena 
Belanda sebelumnya memang sudah membentuk "Dewan 
Papua" yang bertugas memberi nasihat kepada Pemerintah 
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Belanda di lrian Barat dalam rangka rencana dekolonialisasi 
dan papuanisasi. Namun demikian semuanya dapat diatasi, 
karena kontingen Indonesia yang terdiri atas para sukarelawan 
yang telah diinfiltrasikan sebelumnya serta wakil pemerintah 
telah hadir di sana, walaupun kadang-kadang sering terjadi 
benturan-benturan. Unsur-unsur subversif pun masih sering 
melakukan gerakan-gerakan yang bersifat anti Indonesia. 
Semuanya memang telah direncanakan dan ditanamkan kepada 
mereka oleh Belanda kemudian ditinggalkannya. Mereka hanya 
beberapa penduduk asli yang masih mengangan-angankan dan 
mempertahankan Negara Papua Merdeka. Mereka pernah 
m~ngadakan demonstrasi, dipimpin oleh N. Jouwe dan M.D. 
Kaisiepo. Demonstrasi tersebut akhirnya bubar karena tidak 
mendapat simpati dan tanggapan dari penduduk asli Irian 
Barat sendiri sehingga akhirnya kedua tokoh dari Dewan Papua 
itu lari menyingkir ke Negeri Belanda. 

Sebagaimana terbukti bahwa Gerakan Papua Merdeka terns 
mengadakan aksinya. Berbagai upaya untuk menuju "Papua 
Merdeka" masih ditempuh. Pemah polisi Manokwari me­
nangkap seorang pimpinan politik Papua Merdeka bernama 
Titoulus Treanggerar yang akan pergi ke Belanda melalui 
Irian Timur. Dalam penggeledahan diketemukan berbagai 
dokumen yang temyata · berisi konsep Negara Papua, resolusi 
ke arah pembentukan Negara Papua Merdeka, peta Manokwari, 
dan rencana bendera Papua yang akan diminta pengesahannya 
pada Pemerintah Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Sementara itu aktivitas golongan anti Pemerintah Republik 
Indonesia semakin nyata, lebih-lebih setelah Indonesia ke luar 
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Dengan 
keluamya Indonesia dari PBB, tersiar kabar bahwa plebisit 
yang semula dijadwalkan akan diadakan tahun 1969 dibatalkan. 
Hal ini menyebabkan gerakan yang menanamkan dirinya Orga­
nisasi Papua Merdeka mulai giat bekerja dan menghasut rakyat 
antara lain di daerah Manokwari, Sorong, Ajamaru, Bintuni, 
dan Teininabuan. Selain itu tersebar pula kabar bahwa Organi­
sasi Papua Merdeka akan mengadakan pengacauan pada akhir 

--------- -- - - - ---------
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bulan J uni 1965, karena itu kemudian diadakan razia. Dari 
razia itu Polisi Manokwari berhasil menangkap tiga orang putra 
daerah dan dapat membongkar organisasi gelap OPM beserta 
kegiatan-kegiatannya. 

"Born waktu" yang dipersiapkan oleh Belanda benar-benar 
telah meledak di berbagai tempat. Tepatnya pada 26 Juli 1965 
terjadi pem berontakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua 
Merdeka di Kebar. Gerombolan OPM melanjutkan gerakan 
dengan menyerang asrama Batalyon lnfanteri 641 Cendrawasih 
I di Arfai pada 28 Juli 1965. Satu hari sebelum penyerangan 
tersebut, suku Arfak di Manokwari di bawah pimpinan Mayor 
Tituler Lodewijk Mandatjan yang diikuti oleh Kapten Tituler 
Barent Mandatjan, Lettu Irongi Maedogda meninggalkan ke­
diaman mereka lari masuk hutan bergabung dengan kaum pem­
berontak. 

Dalam usahanya untuk mencapai tujuan pembentukan 
Negara Papua Merdeka, OPM sering mengadakan serangkaian 
serangan terhadap Tentara Republik Indonesia secara men­
dadak. Seperti yang terjadi pada fajar pagi, tepatnya pada 28 
Juli 1965, dengan kekuatan kurang-lebih 400 orang bersenjata 
api ringan campuran, kapak, parang, tombak, dan lain-lain 
di bawah pimpinan Fery Awom, yakni gerombolan OPM 
yang telah melakukan serbuan terhadap asrama Jonif 641 / 
Cendrawasih di Arfai, Manokwari. Beberapa gerom bolan telah 
berhasil masuk ke dalam asrama, sehingga terjadilah perke­
lahian satu lawan satu. Dalam peristiwa tersebut telah gugur 
Sersan Mayor Sardjono yang pertama kali ditembak pada waktu 
ia sedang berada di belakang asrama. Setelah itu menyusul 
Pratu Achmad, Kopda Djupri yang ditembak langsung pada 
saat terbangun· dari tidur karena mendengar keributan. 

Dalam peristiwa ini dari pihak gerombolan tercatat 36 
orang mati tertembak. Rupanya gerombolan OPM pada hari itu 
melakukan serangan bukan pada satu· sasaran. Dalam waktu 
yang sama telah terjadi pula serbuan terhadap Pos Jonif 641 / 

· Cendrawasih I di Warmare. Pos ini terkurung selama empat 
hari dan dikuasai oleh kurang-lebih 50 orang gerombolan. 
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Dalam peristiwa ini telah gugur Prada Pcikkaurilukijo. Guna 
menghindari korban lebih banyak lagi, pos tersebut kemudian 
dikosongkan. 

Sebagai tindak lanjut dalam penumpasan pengacau-pengacau 
di lrian Jaya terntama Gerombolan Organisasi Papua Merdeka, 
pemerintah pusat dalam hal ini KOTI dan Koordinator Urnsan 
Irian Barat, segera mengambil langkah-langkah pengamanan, 
antara lain wakil perdana menteri l/koordinator urnsan Irian 
Barat memerintahkan Sekretaris Koordinator Urusan lrian 
Barat Brigadir Jenderal TNI Sutjipto, SH. untuk segera meng­
ambil tindakan demi keutuhan dan kewibawaan Pemerintah 
Repu blik Indonesia, khususnya di Irian Barat, baik tindakan 
militer maupun sipil. 

Tindakan operasional terns ditingkatkan. Operasi tempur 
untuk menghancurkan gerombolan terns dilancarkan. Gerom 
bolan mulai terdesak ke hutan-hutan dan terpecah-pecah, 
namun untuk memusnahkan sekaligus sangatlah sulit. Sasaran 
tidak dapat terjangkau apalagi mereka menguasai medan yang 
bergunung-gunung dan hutan yang lebat. 

Rupanya apa yang dilakukan oleh Belanda dalam me­
nyirnpan "born waktu" sebelum meninggalkan Irian Barat 
tidak sia-sia. Di sana-sini bermunculan gerakan-gerakan serupa. 
Gerombolan Organisasi Papua Merdeka terdesak lagi ke hutan, 
tetapi kemudian muncul kembali organisasi-organisasi GAM­
p ARI dan IRP ARI yang sehaluan dan mem beri dukungan ter­
hadap gerombolan OPM. Nampak bahwa gerombolan seperti 
ini ada hubungannya dengan kelompok separatis yang berada 
di luar negeri. Kekuatan inilah yang rupanya menjadi kekuatan 
pokok dari para separatis yang bergerak di luar negeri seperti 
N. Jouwe dan MD. Kaisiepo yang selalu mengidam-idamkan 
terwujudnya Negara Papua Merdeka. 

Sementara Pemerintah Republilc Indonesia beserta TNI 
sedang mengadakan konsolidasi kekuatan, muncul kembali 
gangguan keamanan di mana Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan 
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bersarna kurang-lebih 14.000 orang rakyat suku Arfak beserta 
1.000 senjatanya meninggalkan kampung halamannya masuk 
ke hutan untuk kedua kalinya pada awal tahun 1967. Ber­
samaan dengan itu bergabung pula Kapten Tituler Barent 
Mandatjan dan Lettu lrongi Maedogda dengan gerombolan 
lainnya di hutan. Tindakan penghancuran dilaksanakan oleh 
satuan Tentara Nasional Indonesia, tetapi terlalu banyak ham­
batan karena kurangnya peralatan dan keadaan medan yang 
ganas serta sangat luas; 

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa Mayor Tituler 
Lodewijk Mandatjan telah masuk ke hutan kembali dengan 
mengikutsertakan rakyat beserta senjatanya. Pada saat itu, 
masa p.anglima KODAM Cendrawasih yang ketiga, sebenarnya 
kekuatan fisik gerombolan belum juga tumpas, terutama di 
daerah Kepala Burung. Kemudian muncul panglima KODAM 
yang baru yaitu Brigadir Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo. 
Selaku panglima Operasi Sadar yang baru, Sarwo Edhie meng­
adakan peningkatan gerakan pasukan ke sasaran langsung di 
daerah basis gerombolan OPM. 

Pada pertengahan tahun 1968 gerombolan Mandatjan dan 
Fery Awom yang masih berada di hutan diperkirakan 500 
orang dan 7.000 penduduk. Dengan tindakan penekanan yang 
terus-menerus serta menimbulkan banyak korban di pihak ge­
rombolan, ruang gerak mereka makin terjepit. Dalam situasi 
seperti ini, guna mencegah timbulnya korban lebih banyak 
lagi, dari pihak Pemerintah Republik Indonesia beserta TNlnya 
telah mengimbau agar mereka mau kembali ke pangkuan lbu 
Pertiwi dan diserukan agar mereka menyadari bahwa selama 
ini mereka melakukan kekeliruan. Kebijaksanaan ini telah di­
tempuh oleh Panglima Sarwo Edhie Wibowo dengan penyebar­
an pamflet-pamflet seruan yang selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 
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KEPADA SAUDARA-SAUDARA SUKU ARFAK 
YANG MASIH BERADA DI RUTAN-RUTAN 

Dengan surat selebaran ini, saya selaku Panglirna KODAM 
XVII/Cenderawasih mengulurkan tangan damai kepada saudara-

4;';; saudara sekalian. Harap saudara-saudara keluar dari hutan dan 
menghubungi pos tentara yang terdekat, selambat-lambatnya 
tanggal 30 Novemoer 1968 (lebih cepat lebih baik). 

Saudara tidak akan dituntut atau dihukum dan surat sele­
baran ini adalah jaminan keselmatan bagi saudara-saudara dan 
hidup aman dan damai seperti sediakala. Mari kita bangun kem­
bali rumah, perkampungan dan ladang-ladang kita. 

Khusus untuk saudara Lodewijk Mandatjen dan Barent 
Mandatjan pada saat ini anak-anak saudara Mayor Heru dan 
Djon Seleky berada di Manokwari menanti kabar dari saudara­
saudara. Heru dan Djon Seleky merupakan jllminan keselamatan 
bagi saudara-saudara, dan mereka sanggup menjemput saudara­
satidara, asalkan segera diberi kabar melalui kurir atau utusan ke 
Manokwari. Saudara dapat juga minta tolong kepada pos tentara 
terdekat untuk kirim berita lewat radio. 

Khusus untuk saudara Ferry Awom dan J. Wanma serta 
kawan-kawan, saudara-saudara pun tidak akan dituntut ataupun 
dihukum asalkan memenuhi seruan saya ini. Mayor Suwondho 
(dulu chief staf di sini) menjadi jaminan keselamatan bagi sau­
dara-saudara di Ransiki. 

SURAT SELEBARAN INI ADALAH SERUAN YANG 
TERAKHIR JANGAN SAUDARA MELAMPAUI BATAS 

WAKTU TANGGAL 30 NOVEMBER 1968 UNTUK TURUN 

Kepada seluruh pasukan yang bertugas dalam rangka Operasi 
Sadar saya perintahkan: 

1. Terima kembali rakyat Suku Arfak yang turun dari hutan; 

2. Tempatkan mereka kembali ke kampung halamannya masing­
masing; 

3. Berikan jaminan keselamatan jiwa dan harta benda kepada 
mereka yang telah kembali itu; 
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10. Sambutlah pesanan saya ini semoga Tuhan senantiasa ber­
sama kita. 

Manokwari, 11 November 1968 

tut. 

Ors. A.R Nasution 
Jenderal TNI 
KetuaMPRS 

Selain itu, pada saat Ketua MPRS Jenderal TNI Nasution 
berkunjung ke Irian Barat, berkesempatan pula mengeluarkan 
seruCijl kepada gerombolan-gerombolan yang masih berada di 
hu tan agar kem bali ke pangkuan lbu Pertiwi. Adapun pesan­
pesan dan seruan dari ketua MPRS tersebut adalah sebagai 
berikut: 

PFSAN-PFSAN JENDERALA II. NASUTI ON 
PADA TANGGAL 11NOVEMBER1968 DIMANOKWARI 

1. Republik Indonesia adalah milik kita bersama. 

2. Pengacauan tidak ada gunanya, karena.menghambat pem­
bangunan. 

3. Diserukan kepada mereka yang masih berada di hutan 
supaya kernbali ke pangkuan lbu Pertiwi. 

4. Pemerintah akan menjamin keamanan jiwa, harta dan milik 
saudara dan pemerintah akan sedia memberikan amnesti. 
abolisi dan rehabilitasi 

5. Kalau saudara tidak mau kembali ke pangkuan Republilc 
Indonesia, yang berwajib akan mengadakan tindakan pukulan 
keras. 

6. Saya mengenal baik saudara Lodewijk Mandatjan dan kita 
pernah makan dan minum bersama, pemah berfoto bersama, 
dan saya tidak merasa enak karena ingin bertemu tetapi 
saudara tidak ada. 

7. Jenderal Askari dan Jenderal Sarwo Edhie juga berusaha 
untuk memanggil saudara kembali. 

------'----~-- - --- ·--------~ 

•':: 
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8. Lewat kekeluargaan, supaya pesanan saya ini diteruskan 
kepada saudara Lodewijk Mandatjan. 

9. Kesempatan ini supaya dipergunakan sebaik7baiknya karena 
waktunya terbatas. 

4. Berikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan 
yang ada pada kita. 

Manokwari, I November 1968 

PANG LIMA KODAM XVII/CENDERA WASIH 

Cap/ttd 

SARWO EDHIE WIBOWO 
Brigadir Jenderal TNI 

Pada akhir November 1968, setelah adanya seruan baik 
dari Panglima KODAM Jenderal A.H. Nasution , telah turun 
berduyun-duyun dari hutan dan gunung-gunung sebanyak 
1.869 orang, di antaranya 257 pasukan eks gerombolan dengan 
membawa 99 pucuk senjata api. Namun demikian sampai 
batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 30 November 
1968 pimpinan gerom bolan Lodewijk Mandatjan belum juga 
mau turun, sehingga tindakan dan gerakan ofensif dilancarkan 
dengan tidak menu tup bagi siapa yang akan mau kem bali ke 
lbu Pertiwi. Di samping gerakan penekanan terns diadakan, 
juga diadakan pendekatan khusus dengan mengirim anak angkat 
Lodewijk Mandatjan yaitu Mayor Heru dan Sersan Djon Seleky. 
Ternyata hal ini berhasil dengan turunnya Barent Mandatjan 
ke pos terdekat di Tastega. Selanjutnya, dengan berjalan kaki 
menuju Manokwari melalui hutan rimba yang memakan waktu 
cukup lama. 

Selanjutnya pada 23 Desember 1968 telah dikirim Mayor 
Heru untuk menjemput Lodewijk Mandatjan di hutan. Per­
temuan baru dapat terjadi pada 28 Desember 1968. Suatu per­
temuan yang sangat mengharukan antara anak angkat dengan 
seorang bapak angkat, Lodewijk Mandatjan. Mereka bersepakat 
untuk turun kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Dengan 
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berjalan kaki melalui hutan rimba mereka itu menuju Manok­
wari. Ketika itu Lodewijk Mandatjan sedang dalam keadaan 
sakit, tetapi rombongan sampai tujuan dalam keadaan selamat. 

Setelah Lodewijk Mandatjan sembuh dari sakitnya, pada 
3 Januari 1969 ia baru dapat menghadap dan memberikan 
laporan kepada Panganda IT Mayor Jenderal R. Askari dan 
Panglima KODAM Cenderawasih Brigadir Jenderal Sarwo 
Edhie. Pada saat itu Lodewijk Mandatjan menyatakan kembali 
ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya rombongan Mayor 
Jenderal R. Askari, Brigadir Jenderal Sarwo Edhie, Lodewijk 
Mandatjan, Barents Mandatjan, Mayor Heru dan Sersan Djon 
Seleky menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden dan 
pejabat-pejabat tinggi lainnya. Setelah Lodewijk Mandatjan dan 
anak buahnya kembali, keamanan bertambah mantap menjelang 
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Tinggal satu gerombol­
an lagi di bawah pimpinan Ferry Awom. Mereka tidak mau 
menyerah dan tidak mau kembali. Dalam suratnya, Ferry 
Awom menyatakan bahwa permusuhan antara ABRI dengan 
pengikutnya harus dihentikan, tetapi ia sendiri sebagai pimpinan 
gerombolan justru menyatakan, baru mau menyerah bila di­
panggil resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Dengan tidak mau menyerahnya gerombolan Ferry Awom, 
berarti tidak ada jalan lain kecuali harus diadakan tindakan 
tegas terhadap mereka. Mereka sudah ti~ak mau lagi menerima 
uluran damai dari Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 
di depan telah menghadang tugas-tugas yang lebih berat lagi 
yaitu pelaksanaan PEPERA dan penyuksesan REPELIT A. 
Sehubungan dengan itu, khusus mengenai operasi pemulihan 
keamanan serta pengamanan PEPERA yang akan diadakan pada 
bulan Juli 1969, Panglima KODAM Cenderawasih Brigadir 
Jenderal Sarwo Edhie telah mengeluarka~ petunjuk-petunjuk 
operasi dengan Perintah Operasi Wibawa pada 22 Februari 
1969 sebagai berikut: 

( 1) menyelesaikan masalah gangguan keamanan yang ditimbul­
kan oleh sisa-sisa gerombolan separatis Ferry Awom dan 



16 

anak buahnya yang masih tetap membangkang di daerah 
Kepala Burung, -

(2) men~ankan usaha memenangkan Pelaksanaan Penentuan 
Pendapat Rakyat (PEPERA), dan 

(3) menumbuhkan dan memelihara kewibawaan pemerintah 
sebagai kelanjutan daripada Operasi SacJ,ar. 

Adapun tugas utama Operasi Wibawa diarahkan untuk 
mengamankan pelaksanaan dan memenangkan PEPERA. 
Operasi tempur dalam Operasi Wibawa tidak lain adalah untuk 
menghancurkan kekuatan lawan sehingga keamanan secara 
keseluruhan dapat mantap dua bulan sebelum pelaksanaan 
PEPE RA. 
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